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P  U  T   U  S  A  N 

Nomor 3/PDT/2018/PT PAL 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH  di Palu , yang 

memeriksa dan mengadil i perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, 

telah men jatuhkan pu tusan sebagai berikut dalam perkara an tara :  

IR , Umur; 38 (tiga pu luh delapan) Tah un, A gama; Is l am,  P endid ikan  

Strata Dua (S2), Pekerjaan; Pegawai Negeri 

Sipi l  (PNS), Alamat Jl. Garuda 28 Blok F3 

No.11 Kelurahan Birobuli Utara  K ecamatan  

Palu  Selatan  Provinsi   Su lawesi Tengah , 

dalam hal in i memberi Kuasa kepada Buhari, 

SH, Hairullah, SH dan  Rahmat Hidayat,  S H , 

kesemuanya adalah  Advokat/Pengacara 

pada Kan tor Hukum Buhari,SH & Rekan  

Alamat : Jl. Sintuvu No. 1, Kel. Ta l i se, K ec . 

Man tikulore, Kota P a lu , P rov ins i S u lawesi 

Tengah  selanjutnya disebut sebagai :  

PEMBANDING  semula PENGGUGAT;  

                                                       M   E  L  A  W  A  N  

EB , Umur 72 (Tu juh Pu luh Dua )  Tah un , P eke r jan   P ensiunan  P N S , 

Agama  Kristen, Pendidikan Strata Du a (  S 2  

), Alamat Jl. Garuda 28 Blok F3 No.11 

Kelurahan Birobul i  U ta ra  K ecamatan  P a lu  

selatan , Kota Palu , Provinsi Su lawesi 

Tengah, selanjutnya disebut sebagai : 

TERBANDING  semula TERGUGAT; 

 

PENGADILAN T INGGI tersebut; 

Telah  membaca Penetapan  Ketua  Pengadilan  Ti n ggi   S u lawes i 

Tengah  Nomor  3/PDT/2018/PT.PAL  tanggal  5  P ebrua ri  2018 ten tang 

Penetapan Majel is Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara in i;                                                      

Telah  membaca berkas perkara yang bersangku tan  dan  semua 

su rat-surat yang berhubungan dengan perkara in i;  

 

SALINAN 
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TENTANG DUDUKNYA PERKARA 

 

Mengutip  serta  memperhatikan  u raian-u ra ian   ten tang   h a l -ha l 

yang   tercantum  didalam  tu runan  resmi  pu tusan  P engadilan  N eger i 

Palu  Nomor 109/Pdt.G/2017/PN Pal  tanggal 20 Nopember 2017 yang 

amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 

2. Menghukum Penggugat untuk membayar b i aya  pe rkara  yang  sampai 

hari  ini ditetapkan sejumlah Rp 421.000 (empa t ra tu s du a  pu luh sa tu  

ribu  rupiah); 

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh 

Pan itera Pengadilan NegerI Palu, yang menyatakan bahwa  pada  tangga l 

23 Nopember 2017 Kuasa Pembanding semu la Penggugat telah  

mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus o l eh  P engadilan  

Negeri Palu Nomor  109/Pdt.G/2017/PN Pal  tanggal 20  N opember 2017   

un tuk diperiksa dan diputus pada peradilan tingkat banding;  

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding 

yang dibuat oleh Ju rusita pada Pengadilan Negeri Palu, yang menyatakan  

bahwa   permohonan banding tersebut telah diberitahukan / d i sampaikan  

secara  sah  dan seksama kepada  Terbanding semula  Terguga t  tan gga l  

27 Nopember 2017; 

Men imbang, bahwa Kuasa  Pembanding semu la Penggu gat te l ah  

mengajukan  memori banding yang telah  diterima di Kepan iteraan  

Pengadilan Negeri Palu tanggal 4 Desember 2017 dan  memori ban ding  

tersebut  telah diberitahukan dan  diserahkan kepada  K u asa Te rbanding 

semu la  Tergugat  tanggal  9 Januari 2018; 

Men imbang, bahwa atas memori banding tersebu t, Terbanding 

semu la Tergugat  mengajukan kontra memori banding yang telah dite r ima  

di Kepaniteraan Pengadilan N eger i P a lu  tan ggal 16  Jan uar i 2018  dan  

kon tra memori banding tersebu t  telah  diberi tahukan  dan  diserahkan  

kepada  Kuasa Pembanding semula  Penggugat  tanggal  16 Januari 2018; 

Men imbang, bahwa sebelum berkas perkara in i dikirim ke 

Pengadilan Tinggi Su lawesi Ten gah  u n tuk  pemeriksaan  da l am t i ngkat 

banding, kepada kedua belah  pihak yang berperkara telah  diberi  

kesempatan  un tuk memeriksa dan  mempelajari  berkas perkara 

sebagaimana Surat Pemberitahuan  Memeriksa Berkas P erka ra B and ing  

masing-masing tanggal  9 Januari 2018 dan 12 Januari 2018; 
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TENTANG  PERTIMBANGAN HUKUMNYA 

 

Men imbang, bahwa permohonan  banding Kuasa Pembanding 

semu la Pengggat telah diajukan dalam tenggang  waktu dan menuru t ta ta  

cara  serta  memenuhi  persyaratan  yang  diten tukan   U ndang - u ndang 

oleh  karena i tu  permohonan  banding tersebu t secara formal dapat 

diterima;          

Men imbang, bahwa dalam memori bandingnya Kuasa  Pembanding 

semu la Penggugat  mengemukakan alasan keberatannya pada  pokoknya  

sebagai berikut : 

1.  Bahwa  pu tusan  Pengadilan Negeri Palu berlawanan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

2.  Bahwa  Majelis Hakim yang memeriksa perkara A quo tel ah  membuat 

kekel iruan  dan  kesalahan  yang fatal dalam memutus perkara in i 

karena tidak mempertimbangkan  bukti -bukti  su rat  dan  keterangan  

saksi yang semaunya bersesuaian; 

3.  Bahwa  majel is hakim  Pengadilan Negeri Palu cq Majel is H ak im yan g 

memeriksa dan  mengadil i  perkara A quo  dalam pu tusannya tidak 

mempertimbangkan  Surat Edaran  Mahkamah  Agung RI (SEMA RI) 

tanggal 17 Apri l  1984 Nomor 5 tahun  1984 ten tang petun juk 

pelaksanaan  PP No.10 tahun  1983 ten tang iz in  perkawinan  dan  

perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS); 

Men imbang, bahwa atas memori banding tersebu t Terbanding 

semu la Tergugat  mengajukan  kon tra memori banding yang  pada 

pokoknya menyatakan  bahwa Pu tusan  Pengadilan  Negeri Palu  No.  

109/Pdt.G/2017/PN Pal  tanggal 20 Nopember 2017  sangat benar dan  

tepat demi keadilan  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa, yang 

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 

Men imbang, bahwa Pengadilan  Tinggi setelah  memeriksa dan  

meneli ti  serta mencermati dengan  seksama berkas perkara beserta 

tu runan resmi pu tusan Pengadilan Negeri Palu Nomor  109/Pdt.G/2017/PN 

Pal  tanggal 20 Nopember 2017, telah  membaca dan  memperhatikan  

dengan  seksama memori banding serta kon tra memori banding, maka 

Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ; 

Men imbang, bahwa telah  terdapat fakta hukum yaitu  IR adalah  

Pegawai Negeri Sipi l  yang pada tanggal 30 Agustus 2017 telah  
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mendapatkan  i jin  perceraian  dari Kepala Badan  Kepegawaian  Daerah  

(BKD) atas nama Gubernur, yang kemudian pada tanggal 3 Oktobe r 2017  

mendaftarkan  gugatannya di Kepan iteraan  Pengadilan  Negeri Palu , 

selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2017  K epa la B adan  K epegawa ian  

Daerah  (BKD) atas nama Gubernu r membatalkan  i jin  perceraian  dan  

berlaku mu lai tanggal 30 Oktober 2017 tersebut ; 

Men imbang, bahwa dari saksi-saksi yaitu Andi Leny Firdaus (kakak 

kandung Pembanding semu la Penggugat) dan  Agustina ( teman  sekan to r  

Pembanding semula Penggugat) menerangkan kalau  d i awal tah un 2015  

mu lai terjadi pertengkaran an tara Pembanding semula Penggugat dengan  

Terbanding semu la Tergugat, pertengkaran  mana disebabkan  karena 

kecemburuan tergugat dan saksi-saksi tersebut juga menerangkan bah wa 

sejak Mei 2017 Pembanding semu la Penggugat keluar rumah  tempat 

tinggal bersama dan h idup di kos sendiri ;  

Men imbang, bahwa an tara Pembanding semu la  P enggugat  dan  

Terbanding semu la Tergugat  telah terjadi pertengkaran dan percekcokan  

yang puncaknya Pembanding semu la Penggugat pergi men inggalkan  

tempat kediaman bersama dengan kos sendiri ;  

Men imbang, bahwa sebelumnya o rang tu a  P emband ing  semu la 

Penggugat dan  saksi Andi Leny  F i rdaus  (kakak kandung P embanding 

semu la Penggugat) telah berusaha men damaikan  P emband ing  semu la  

Penggugat dan  Terbanding semula Tergugat akan te tap i t i dak  ada  h asi l  

bahkan akhirnya Pembanding semula Penggugat pergi dan kos sendiri  ; 

 Men imbang, bahwa su rat i jin  dari  Badan  Kepegawaian  Daerah  

(BKD) sebagai atasan  dari penggugat atas nama Gubernu r sudah  

diperoleh  tanggal 30 Agustus 2017, sedangkan  gugatan  Pembanding 

semu la Penggugat didaftarkan tanggal 3 Oktober 2017, sehingga  sewaktu 

perkara gugatan Pembanding semula Penggugat berjalan syarat formal i jin 

sudah dipenuhi. Bahwa soal kemudian sebelum pu tusan  su ra t i j i n  mana  

dicabut lagi oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atas nama Gu bernur 

bukan lah  kesalahan  penggugat yang resikonya dibebankan  kepada 

Pembanding semu la Penggugat, lagipu la i jin  atasan  bukan lah  syarat 

substan ti f  un tuk perceraian  karena yang pen ting penggugat telah  

mendapatkan i jin meski kemudian dicabut kembali ; 

 Men imbang bahwa yu risprudensi melalu i pu tusan  Mahkamah  

Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26  Mare t 1997  

memuat kaidah bahwa keh idupan rumah tangga su ami i s te r i  yan g te l ah  
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terbukti retak, pecah dimana keduanya tidak pernah tidur satu  kamar l ag i 

dan  u tamanya penggugat sudah  tidak ada keinginan  un tuk 

mempertahankan rumah tangga lagi, maka tidak dapat d i harapkan  u n tuk  

dapat kembali  rukun  men jadi suami isteri  lagi, ibarat kaca telah  pecah  

setidaknya retak dan tidak mungkin menyambung tanpa cacat  ; 

 Men imbang, bahwa yu risprudensi Mahkamah  Agung Republik 

Indonesia melalui pu tusan No.1380 K/Pdt/1985 tanggal  28  Jan uar i 1987  

memuat norma pengertian percekcokan dan persel isihan  te rus  men erus  

yang tidak dapat didamaikan ibarat gelas yang telah retak su lit disambung 

kembali  (en  helbaar twesspalt), bukan lah  diten tukan  oleh  penyebab 

cekcok yang harus dibuktikan  serta mempersoalkan  siapa penyebab 

cekcok akan tetapi ditentukan oleh kenyataan bahwa adalah benar terbukti 

adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi ;  

 Men imbang, bahwa agar status keduanya tidak te rka tung-ka tung 

tidak ada kepastian yang merupakan beban penderitaan batin send iri  dan  

un tuk menghindari hal-hal yang t i dak  d i inginkan  maka  a l asan  gu ga tan 

penggugat telah terpenuhi dan  adalah lebih berman faa t j i ka  pe rkaw inan  

mereka diputuskan dengan perceraian ; 

 Men imbang, bahwa dengan  demikian  Majel is Hakim tingkat 

banding tidak sependapat dengan  pertimbangan  hukum dan  pu tusan  

Majel is Hakim tingkat pertama ; 

 Men imbang, bahwa berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  

tersebu t diatas maka pu tusan  Pengadilan  Negeri Palu  Nomor 

109/Pdt.G/2017/PN Pal  tanggal 20 November 2017 tidak dapat 

dipertahankan dan  harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan  Ti n gg i akan  

mengadili sendiri dengan amar pu tusan sebaga imana te rsebu t d i baw ah   

in i  ; 

 Men imbang, bahwa oleh  karena pu tusan  Pengadilan  Tingkat 

Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula  Te rgugat be rada d i p ih ak  

yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam 

kedua tingkat peradilan;  

Memperhatikan  Undang-undang  No. 20   tahun  1947 Jo Undang -

Undang No. 49 tahun 2009, Rbg dan Peraturan Perundang-Undangan la i n  

yang bersangkutan; 

M E N G A D I L I 

- Menerima  permohonan  banding da r i  K u asa  P embanding  semu la 

Penggugat  tersebut; 
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- Membatalkan Pu tusan Pengadilan Negeri Palu No. 109/Pdt.G/2017/PN 

Pal  tanggal 20 Nopember 2017 yang dimintakan banding; 

 

MENGADILI  SENDIRI : 

1.  Mengabulkan  gugatan  Penggugat untuk seluruhnya ; 

2.  Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada 

tanggal 7 Juni 2005 putus karena perceraian; 

3. Memerin tahkan  Pan itera Pengadilan  Negeri Palu  atau  Pejabat 

Pengadilan  yang ditun juk agar mengirimkan  satu  helai   sal inan  

pu tusan dalam perkara ini  yang telah berkekuatan hukum te tap  tan pa 

bermaterai pada Kantor Kependudukan  dan Catatan Sipil Ko tamadya  

Palu, Propinsi Su lawesi Tengah untuk didaftarkan da l am da f tar  yan g 

diperuntukkan untuk i tu  dan ke K an to r K ependudukan dan  C a ta tan  

Sipi l Kabupaten Donggala untuk dicatatkan pada  bag ian  p i ngg ir  da r i  

daftar catatan perkawinan; 

4. Memerin tahkan  kepada Penggugat dan /atau  Tergugat un tuk 

melaporkan pu tusan perceraian ini kepada Instansi Pe l aksana  pa l ing  

lambat 60 (enam pu luh) hari sejak putusan perceraian in i berkekuatan  

hukum tetap un tuk dicatat pada register akta perceraian  dan  

menerbitkan Ku tipan Akta Perceraian; 

5. Menghukum  Terbanding  semula Tergugat u n tuk  membayar  b i aya   

perkara dalam kedua tingkat peradilan,  yang  u n tuk  t i ngka t ban ding 

ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus l ima pu luh ribu rupiah);  

 

Demikianlah diputuskan dalam Rapat P e rmusyawaratan  Ma je l is     

Hakim Pengadilan Tinggi Su lawesi  Ten gah  pada  h a ri    K AMIS  tan gga l             

5 APRIL 2018 oleh  kami   M. CH. SJAMTRI ENDI, SH  sebagai Hakim 

Ketua Majelis, SINUNG HERMAWAN, SH.,MH dan MAT HE US S AMIAJ I,  

SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, pu tusan  tersebu t 

diucapkan  pada hari KAMIS tanggal  12 APRIL 2018 dalam sidang 

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majel is dengan didampingi Hak im -

Hakim Anggota, dibantu oleh MARIATI, SH.,MH  Panitera Pengganti tanpa 

dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;  

 

HAKIM-HAKIM ANGGOTA                  HAKIM KETUA 
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              T  T  D                                                         T  T  D  

 

SINUNG HERMAWAN, SH.,MH M. CH, SJAMTRI ENDI, SH 

 

               T  T  D 

                

MATHEUS SAMIAJI, SH.,MH                PANITERA PENGGANTI 

 

                                                                                      T  T  D 

 

                                                                 MARIAT I, SH.,MH  

Perincian Biaya : 

1. Redaksi …………. Rp.     5.000,- 

2. Meterai …………. Rp.     6.000,-            

3. Pemberkasan …… Rp. 139.000,- 

 Jumlah ………….. Rp. 150.000 

 

 

Un tuk sal inan yang sama bunyinya oleh 

       Pan itera Pengadilan Tinggi Su lawesi Tengah  

 

 

 

I  KETUT SUMARTA, SH.,MH 

NIP. 195812311985031047 
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